PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 9 TAHUN 1962 (9/1962)
TENTANG
PENCGENDALI AN HARGA

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

1. bahwa dal am rangka pel aksanaan Ekonom Ter pi npi n dan Konando
Tertinggi Qperasi Ekonom dan untuk nmencegah adanya kenai kan
har ga yang sewenang-wenang perlu ditetapkan peraturan tentang
pengendal i an harga, yang sesuai dengan keadaan dewasa i ni

2. bahwa "Undang-undang Pengendal i an Harga 1948" (Lenbaran- Negara
tahun 1948 No. 295) tidak sesuai |agi dengan keadaan, naka
Undang- undang tersebut perlu (dicabut;

3. bahwa karena keadaan nenmaksa hal tersebut diatur dengan
Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang- undang.

Mengi ngat :

1. Pasal 22 dan pasal 33 Undang-undang Dasar

2. Ketentuan MP.R S. No. | dan I1/MPRS/ 1960;

3. I nstruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi
Ekonom No. 2/Ko. T.QE. tertanggal 18 Mei 1962;

4. Undang-undang No. 7/Drt 1955 sebagaimana telah ditanbah dan
di r obah;

5. Undang- undang Pengendalian Harga 1948 (Lenbaran-Negara tahun
1948 No. 295);

VEMUTUSKAN:
Pert ama : Mencabut " Undang-undang Pengendalian Harga 1948"

(Lenbar an- Negara tahun 1948 No. 295);

Kedua: Menet apkan :
"Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang
Pengendal i an Har ga".

Pasal 1.

(1) Dengan Peraturan Penerintah dapat ditetapkan, bahwa harga atau
pengganti an dal am bentuk apapun juga yang dimnta atau yang
di per hi tungkan untuk barang-barang, jasa-jasa atau sewa-sewa,
yang ditunjuk dengan atau berdasarkan Peraturan Penerintah
tersebut, baik nenurut jenisnya naupun sebagai bar ang- barang,
jasa-jasa atau sewa-sewa tertentu, untuk seluruh Indonesia
atau untuk daerah-daerah tententu, tidak boleh nelanpaui
maksi mum yang telah ditetapkan untuknya dengan atau
ber dasar kan Peraturan Penerintah itu.

(2) Dengan Peraturan Penerintah dapat ditetapkan, bahwa ol eh
pej abat - pej abat yang ditunjuk dengan atau Dberdasarkan
Peraturan Penerintah itu, dapat diberikan penbebasan unum at au
khusus dengan atau tanpa syarat dari |arangan tersebut dal am
ayat (1) pasal ini.



Pasal 2.

Dengan Perat uran Penerintah untuk kepentingan | angsung pengendal i an

har ga dapat di adakan peraturan-peraturan, antara lain

a. Agar supaya di ket ahui ol eh unum harga- harga atau pengganti an-
penggantian, yang diperhitungkan dalam nenjalankan suatu
per usahaan atau mat a- pencahari an;

b. Unt uk nmencegah penahanan bar ang- barang yang di perunt ukkan buat
dijual, dan penolakan nenberikan jasa dan penolakan sewa,
sepanj ang ti ndakan-ti ndakan itu di | akukan pada  waktu
penyel enggar aan suat u perusahaan atau mat apencahari an.

C. Unt uk nmencegah perdagangan berant ai .

Pasal 3.

Dengan Peraturan Penerintah dapat ditetapkan peraturan-peraturan
guna kepentingan penerapan, pelaksanaan, penegakan dan penataan
ket ent uan- ket entuan, yang ditetapkan dengan atau berdasarkan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 4.

Per aturan-peraturan harga, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan
Undang-undang lain, tidak berlaku bilamana dan sepanjang pokok-
pokok peraturannya telah diatur berdasarkan Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang i ni .

Pasal 5.

Pel anggar an- pel anggar an at as ket ent uan- ket ent uan dalam atau
ber dasar kan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini adal ah
ti ndak pi dana ekonom .

Pasal 6.

Segala peraturan yang ditetapkan berdasarkan "Undang-undang
Pengendal i an Harga 1948" tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan dalam dan berdasarkan Peraturan
Pemeri ntah Pengganti Undang-undang ini, dan sepanjang tidak dicabut
atau di atur |ain.

Pasal 7.
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini di nanmakan:
"Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang Pengendali an Harga
1962".

Pasal 8.

Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
hari di undangkannya



Agar setiap or ang dapat nmenget ahui nya, mener i nt ahkan
pengundangannya dengan penenpatan dalam Lenbaran-Negara Republik
| ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

ttd.
SUKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962,
Sekretaris Negar a,

ttd.
MOHD. | CHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEVERI NTAH PENGGANTI
UNDANG- UNDANG NOMCR 9 TAHUN 1962
TENTANG
PENCGENDAL| AN HARGA.

PENJELASAN UMUM

Unt uk mewuj udkan front ekonom yang kuat, sesuai dengan apa
yang telah diinstruksikan oleh Presiden/Panglinm Besar Konmando
Tertinggi Operasi Ekonom No. Instr. 2/Ko. T.QOE berlandaskan
Amanat Presiden tentang garis-garis besar ekonom nasional yang
terpinpin tahun 1962 nenj el ang penbebasan Irian Barat, naka penting
sekali perhatian Penerintah ditujukan kepada pengendalian dan
pengawasan harga barang-barang essensiil yang penting untuk
kebut uhan masyar akat .

Dal am hal ini adalah sewajarnya apabila diadakan penegasan
nmengenai wewenang untuk mengatur urusan harga barang-barang, sesua
dengan nmaksud di adakannya regroupi ng Kabi net Kerja baru-baru ini.

Undang- undang Pengendal i an Harga 1948 (L. N 1948 No. 295) yang
di t et apkan dal am j aman penj aj ahan, sudah tidak sesuai |agi dengan
keadaan dan iklim sekarang ini, maka dianggap perlu Undang-undang
tersebut ditarik kenbali dan diganti dengan peraturan baru serta
nmenj am n tercapai nya maksud untuk nelindungi konsumen dan nencegah
kenai kan harga barang- barang dengan sewenang-wenang.

Karena keadaan nenmaksa, mnmaka peraturan tersebut dikel uarkan
dal am bent uk Per aturan Peneri ntah Pengganti Undang-undang.

PENJELASAN PASAL DEM PASAL.

Pasal 1.



Dal am pasal ini dinyatakan, bahwa tidak saja dilarang nenjua
dengan harga atau nenperol eh penggantian jasa atau sewa yang | ebih
tinggi daripada yang telah ditetapkan, akan tetapi nmemnta atau
nmenawar kan harga/j asa/ sewa yang | ebi h tinggi pun dil arang.

Maksi mum yang ditetapkan itu dapat berlaku untuk suatu jenis
barang, jasa atau sewa, akan tetapi dapat pula berlaku untuk
masi ng- masi ng barang, jasa atau sewa itu secara khusus.

Lagi pula ketentuan mnaksinmum tersebut dapat berlaku untuk
sel uruh I ndonesia atau untuk sebagian saja dari w |ayah |ndonesi a,
segal a sesuatu dengan nengi ngat banyak dan tidaknya barang-barang,
j asa-j asa dan sewa-sewa di daerah-daerah yang ber sangkut an.

Juga dinyatakan disini, bahwa kepada Penerintah/Penguasa
di beri  kemungki nan untuk nenberi penbebasan berhubungan dengan
keadaan tertentu terhadap |arangan nel anpaui maksi mum yang tel ah
di t et apkan.

Pasal 2.

@Quina kepentingan pengendalian dan pengawasan harga barang-
barang, jasa-jasa dan sewa-sewa perlu ditetapkan hal-hal lain yang
ber sangkutan dengan itu, msalnya perlu adanya Kkartu petunjuk
harga, adanya catatan-catatan, |arangan nenahan barang-barang dan
| ar angan nel akukan per dagangan berantai .

Pasal 3.

Dal am pasal ini dibuka kemungkinan bagi Penguasa untuk
nmengadakan peraturan yang dianggap perlu untuk Kkepentingan
penerapan (toepassing) pel aksanaan, penegakan (handhaving) dan
penaat an ket ent uan-ket entuan tersebut dal am pasal satu dan dua.

Pasal 4.

Ket ent uan dal am pasal ini diperlukan untuk nmencegah adanya dua
macam ket entuan (dualisnme) untuk sesuatu barang, jasa atau sewa.

Pasal 5.

Karena pengendalian harga itu berhubungan |angsung dengan
kepenti ngan ekonom , nmnmaka sudah sewajarnya pelanggaran terhadap
ket ent uan- ketentuan yang ditetapkan dinyatakan sebagai tindak
pi dana ekonom .

Pasal 6.
Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini dapat dicegah

terjadi nya suatu kekosongan peraturan dalam pengendalian harga
ber hubung dengan di cabut nya Undang- undang Pengendal i an Harga 1948.

Pasal 7 dan 8.
Cukup j el as.

D ket ahui
Sekretaris Negara



MOHD. | CHSAN

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1962/ 43; TLN NO. 2470



